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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0305/Pdt.G/2020/PA.Msj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Mesuji  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan

perkara Cerai Gugat antara: 

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani,

tempat kediaman di Kabupaten Mesuji, Lampung, dalam hal ini

memberikan kuasa kepada Makmun,  S.H.  & Ani  Widi  Astuti,

S.H.,  para Advokat dari  kantor Makmun Darusman & Rekan,

beralamat  di  Jl.  Raya  Pulung  Kencana,  Tiyung  Pulung

Kencana,  Kecamatan  Tulang  Bawang  Tengah,  Kabupaten

Tulang  Bawang  Barat,  berdasarkan  surat  kuasa  khusus

tertanggal 11 November 2020,  sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta,

tempat  kediaman  di  Kabupaten  Mesuji,  Lampung,  sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan; 

DUDUK PERKARA

Bahwa  Penggugat  telah  mengajukan  surat  gugatannya  tertanggal  13

November  2020 yang  telah  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama

Mesuji dalam register Nomor  0305/Pdt.G/2020/PA.Msj,  tanggal 13 November

2020 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa  pada  tanggal  02  Juli  2006,  Penggugat  dan  Tergugat

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

pada  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  XXXX,  Kabupaten  Tulang
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Bawang (sekarang Kabupaten Mesuji), Provinsi Lampung, sebagaimana

tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tanggal dikeluarkannya

buku nikah 10 Agustus 2006; 

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis, sedangkan

Tergugat berstatus bujang; 

3. Bahwa  selama  pernikahan  Penggugat  dan  Tergugat  sudah

bergaul  layaknya suami istri  dan telah dikaruniai  1 (satu)  orang anak

yaitu Anak, perempuan, umur 14 tahun, saat ini anak tersebut ikut dan

tinggal bersama Penggugat; 

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama

di:

4.1. Rumah orangtua Penggugat, selama lebih kurang 2 tahun

(Agustus 2006 s.d sekira pertengahan tahun 2008);

4.2. Rumah  bersama  di  XXXX,  hingga  pisah  tempat  tinggal

(sejak sekira pertengahan tahun 2008 s.d sekira bulan Mei 2019);

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan

Tergugat berjalan harmonis, tetapi sejak sekira awal tahun 2019 sudah

mulai  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Penggugat  dan

Tergugat, sebagai berikut:  

5.1. Tergugat sering pergi pagi dan baru pulang tengah malam

tidak pernah pamit kepada Penggugat, jika ditegur marah-marah

sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat; 

5.2. Tergugat mulai jarang memberi nafkah kepada Penggugat

dan juga anak Penggugat dan Tergugat;

5.3. Tergugat sering main judi kartu dan sabung ayam;

5.4. Tergugat sering mabuk vigour dan tuak; 

6. Bahwa  akibat  dari  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  terus

menerus  sehingga  sejak  sekira  bulan  Mei  2019,  Penggugat  dan

Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman

bersama,  sedangkan  Penggugat  tetap  tinggal  di  kediaman  bersama,

sampai saat ini telah berjalan lebih kurang 1 tahun 5 bulan, selama itu
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pula Tergugat tidak lagi  memberi  nafkah kepada Penggugat dan juga

anak Penggugat dan Tergugat; 

7. Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  setidaknya  sudah  empat  kali

didamaikan oleh orangtua Penggugat dan kakak Tergugat, akan tetapi

tidak berhasil; 

8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama

dengan Tergugat; 

9. Bahwa  Penggugat  memohon  agar  biaya  perkara  yang  timbul

dalam perkara ini diputuskan menurut hukum yang berlaku; 

Bahwa berdasarkan uraian dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada

Bapak Ketua Pengadilan Agama Mesuji  c.q  Majelis  Hakim yang memeriksa

perkara ini untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; 

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap

Penggugat (Penggugat); 

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum. 

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya putusan

seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat

datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan

tidak  pula  mengutus  orang  lain  sebagai  wakil  atau  kuasanya  yang  sah,

meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  oleh  Jurusita  Pengganti

Pengadilan  Agama  Mesuji  sesuai  dengan  relaas  panggilan  Nomor

0305/Pdt.G/2020/PA.Msj, tanggal 17 November 2020 dan tanggal 23 November

2020,  serta  ketidak  hadirannya  bukan  karena  suatu  halangan  yang  sah,

sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa  Majelis  Hakim  dipersidangan  telah  berusaha  mendamaikan

dengan  cara  menasehati  Penggugat  supaya  bersabar  dan  kembali  rukun
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dengan  Tergugat  sebagai  pasangan  suami  isteri,  namun  tidak  berhasil,

sedangkan  perdamaian  melalui  prosedur  mediasi  sebagaimana  diatur  oleh

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi

di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang

menghadap  dipersidangan,  sehingga  selanjutnya  dibacakan  surat  gugatan

Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankannya;

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  atas  nama Penggugat  Nomor

XXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mesuji Tanggal 22

September 2012, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen,

kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  dari  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan XXXX, Kabupaten Tulang Bawang, Nomor XXXX Tanggal 10

Agustus 2006. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen,

kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi:

1. Saksi I, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani,

bertempat  tinggal  di  Kabupaten  Mesuji,  di  bawah  sumpahnya  telah

memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi  kenal  dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

adalah ayah kandung Penggugat; 

- Bahwa setelahmenikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di

rumah  orang  tua  Penggugat  di  XXXX  selama  2  (dua)  tahun

kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah bersama di XXXX

sampai dengan hingga pisah; 

- Bahwa Penggugat  dan  Tergugat  telah  dikaruniai  satu  orang anak

yang  bernama  Anak,  umur  14  tahun,  saat  ini  anak  tersebut  ikut

bersama Penggugat; 
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- Bahwa  kehidupan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  pada

awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga

mereka  tidak  harmonis  lagi  karena  sering  terjadi  perselisihan

danpertengkaran yang terus menerus; 

- Bahwa  perselisihandan  pertengkaran  Penggugat  dan  Tergugat

terjadi sejak Tahun 2017; 

- Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  Penggugat  dan

Tergugat karena Tergugat sering pergi pagi dan baru pulang tengah

malam  tidak  pernah  pamit  kepada  Penggugat,  Tergugat  jarang

memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering main judi kartu

dan sabung ayam, Tergugat sering mabuk vigour dan tuak; 

- Bahwa saksi sering melihat persitiwa perselisihandan pertengkaran

antara Penggugat dan Tergugat tersebut; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama

18 (delapan belas) bulan; 

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan

Tergugat namun tidak berhasil; 

- Bahwa sudah cukup; 

2. Saksi II, umur 44 tahun, agama Katolik, pekerjaan Petani, bertempat

tinggal  di  Kabupaten  Mesuji,  di  bawah  sumpahnya  telah  memberikan

keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi  kenal  dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

adalah tetangga Penggugat dengan jarak lebih kurang 50 meter; 

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal

di rumah orang tua Penggugat di XXXX kemudian pindah dan tinggal

bersama di rumah bersama di XXXX sampai dengan hingga pisah; 

- Bahwa Penggugat  dan  Tergugat  telah  dikaruniai  satu  orang anak

yang  bernama  Anak,  umur  14  tahun,  saat  ini  anak  tersebut  ikut

bersama Penggugat; 

- Bahwa  kehidupan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  pada

awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga
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mereka  tidak  harmonis  lagi  karena  sering  terjadi  perselisihan

danpertengkaran yang terus menerus; 

- Bahwa  perselisihandan  pertengkaran  Penggugat  dan  Tergugat

terjadi sejak awal Tahun 2019; 

- Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  Penggugat  dan

Tergugat  karena  Tergugat  sering  pergi  dan  baru  pulang  tengah

malam,  Tergugat  jarang  memberi  nafkah  kepada  Penggugat,

Tergugat sering main judi dan sabung ayam, Tergugat sering minum-

minuman keras; 

- Bahwa saksi pernah melihat persitiwa perselisihandan pertengkaran

antara Penggugat dan Tergugat tersebut sebanyak 2 (dua) kali; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama

18 (delapan belas) bulan; 

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan

Tergugat namun tidak berhasil; 

- Bahwa sudah cukup; 

Bahwa atas keterangan para saksi  tersebut,  Penggugat menyatakan

tidak akan mengajukan pertanyaan apapun dan menerima serta membenarkan,

sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa  Penggugat menyampaikan  kesimpulan  yang  isinya

sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang, serta mohon putusan yang

seadil-adilnya;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini  ditunjuk  segala  hal

yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini,  sebagai  bagian yang

tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  ternyata  telah  menunjuk  kepada

Makmun,  S.H.  &  Ani  Widi  Astuti,  S.H.,  para  Advokat  dari  kantor  Makmun

Darusman & Rekan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 November
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2020,  dan  surat  kuasa  khusus  tersebut  dinilai  telah  memenuhi  syarat  dan

ketentuan  keabsahan  surat  kuasa  khusus  sebagaimana  ditegaskan  dalam

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran

Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 dan ternyata Kuasa hukum tersebut

juga telah menunjukkan kepada Majelis Hakim Kartu Tanda Anggota dan Berita

Acara Sumpahnya dari  Pengadilan Tinggi,  maka Majelis Hakim berpendapat

Kuasa Hukum tersebut  telah  memenuhi  syarat  sebagai  Kuasa,  hal  tersebut

sesuai  yang dikehendaki  Pasal  4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun

2003, oleh karenanya Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang,  bahwa yang menjadi  pokok  gugatan Penggugat adalah

gugatan  cerai  dengan  alasan  Penggugat  dengan  Tergugat  adalah  sebagai

suami isteri sah, pada awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat rukun lagi;

Menimbang,  bahwa  pada  hari  dan  tanggal  persidangan  yang  telah

ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri  dipersidangan,  sedangkan

Tergugat tidak hadir  dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai  wakil  atau

kuasanya yang sah, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan

patut dan ketidak hadirannya bukan disebabkan suatu alasan yang sah, maka

sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg, gugatan diperiksa tanpa kehadiran dan jawaban

dari Tergugat;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  telah  berupaya  merukunkan  dan

menasehati  Penggugat  supaya  tetap  mempertahankan  rumah  tangganya

dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sesuai

dengan  yang  diamanatkan  Peraturan  Mahkamah Agung  RI  Nomor  1  Tahun

2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena

Tergugat  tidak  pernah  hadir  ke  persidangan,  sehingga  Majelis  Hakim

berpendapat  bahwa  ketentuan  Pasal  154  RBg.  juncto Pasal  82  Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal  31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975 telah terpenuhi;
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Menimbang, bahwa perkara a quo adalah gugatan cerai yang diajukan

oleh Penggugat yang dahulu menikah secara Islam dan berdomisili di wilayah

hukum Pengadilan Agama Mesuji, maka sesuai dengan amanat Pasal 49 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut wewenang menerima,  memeriksa dan

memutus perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam

(asas personalitas Keislaman) dalam bidang perkawinan adalah kewenangan

mutlak peradilan agama dan sesuai Pasal 73 ayat (1) undang-undang tersebut,

secara relative menjadi kewenangan Pengadilan Agama Mesuji;

Menimbang,  bahwa  pada  asasnya  berdasarkan  Pasal  149  ayat  (1)

RBg, dalil-dalil gugatan telah menjadi fakta tetap/dapat diterima dengan tidak

hadirnya  Tergugat  (verstek),  namun  pasal  tersebut  menegaskan  bahwa

putusan verstek hanya dapat diterapkan, jika dalil-dalil itu tidak melawan hak

dan beralasan, oleh karenanya untuk menguji  dan menilai  dalil-dalil  itu tidak

melawan hak dan beralasan, diperlukan pemeriksaan alat-alat bukti, lagi pula

perkara a quo adalah mengenai perceraian, sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974, hakim sebelum menjatuhkan putusan perceraian

harus diketahui  terlebih  dahulu  mengenai  alasan yang menyebabkan suami

isteri tidak dapat rukun;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan-ketentuan  tersebut,

pemeriksaan  perceraian  tidak  hanya  sebatas  memeriksa  ketidak  hadiran

Tergugat saja, melainkan pemeriksaan itu juga harus didasarkan pada alasan

yang  dijelaskan  oleh  peraturan  perundang-undangan  yang  secara  khusus

mengatur tentang perceraian, sedangkan alasan/alasan-alasan itu baru dapat

dipertimbangkan  jika  telah  dibuktikan,  oleh  karenanya  Majelis  Hakim

memandang perlu memeriksa alat-alat bukti, hal ini sejalan dengan kaidah fiqh

yang terdapat dalam kitab: Al Anwar, Juz II, halaman 55 yang berbunyi:

 فان تعززبتعزز اوتوار اوغيبة جاز اثباته بالبينة
Artinya: “Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau ghaib maka

boleh memutuskan perkaranya dengan bukti”;
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti yang

diajukan oleh Penggugat berupa bukti surat yang diberi kode P.1, dan P.2 serta

2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: Saksi I dan Saksi II; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P.1  (fotokopi  kartu  tanda

pengenal),  telah  cocok  dengan  aslinya,  bermeterai  cukup  dan  telah  di-

nazegalen,  merupakan akta autentik, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata

dan  Pasal  2  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  13  tahun  1985  tentang  bea

meterai  juncto  Pasal  285 RBg.,  bukti  a quo  bernilai  sebagai  alat  bukti  yang

telah  memenuhi  syarat  formil  dan  materil,  serta  mempunyai  kekuatan

pembuktian  yang  sempurna,  oleh  karenanya  dinyatakan  terbukti  bahwa

Penggugat  sebagai  subjek  hukum  yang  memiliki  legal  standing dalam

mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi kutipan akta nikah),

atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta autentik, bukti tersebut

telah cocok dengan aslinya bermeterai  cukup dan telah di-nazegelen,  maka

sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor

13 tahun 1985 tentang bea meterai juncto Pasal 285 RBg., bukti a quo bernilai

sebagai  alat  bukti  yang  telah  memenuhi  syarat  formil  dan  materil,  serta

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, bukti tersebut menerangkan

hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya secara

hukum dinyatakan terbukti antara keduanya telah dan masih memiliki hubungan

hukum berupa perkawinan yang sah, dan karenanya pula gugatan perceraian

telah memiliki dasar hukum;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan bukti  P.1 dan P.2, Penggugat telah

memenuhi  asas  personalitas  Keislaman mengajukan  gugatan mengenai

sengketa  bidang  perkawinan,  juga  antara  Penggugat  dan  Tergugat  adalah

pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai  pihak yang mengajukan

perkara (legitima persona standi in judicio) dalam perkara a quo maka dengan

demikian  perkara  a  quo yang  diajukan  Penggugat merupakan  kewenangan

absolut Pengadilan Agama;

Menimbang,  bahwa  saksi-saksi  yang  diajukan  dipersidangan,  terdiri

dari  saksi-saksi  yang  telah  dewasa,  berakal  sehat,  sebelum  memberikan
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keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, telah diperiksa seorang demi

seorang  dan  bukan  orang-orang  yang  dilarang  menjadi  saksi  sebagaimana

Pasal 172 RBg. juncto Pasal 1907 KUH Perdata, maka sesuai Pasal 171 RBg.,

saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  1  dan  saksi  2  Penggugat

mengenai  terjadinya  pisah  tempat  tinggal  antara  Penggugat  dan  Tergugat

kurang  lebih  selama  18  (delapan  belas)  bulan dan  Tergugat  sudah  tidak

memperdulikan Penggugat,  adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami  sendiri

dan  bukan  pendapat  atau  kesimpulan sendiri  dan  relevan  dengan dalil-dalil

yang  harus  dibuktikan  oleh  Penggugat,  juga  keterangan  yang  disampaikan

saksi-saksi  cocok antara satu dengan yang lain,  oleh karena itu keterangan

saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam

Pasal 308 dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, serta keterangan saksi-

saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan dari

pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat

rukun  dan harmonis,  selanjutnya  Penggugat  dan Tergugat  sering  terjadi

perselisihan;

- Bahwa dalam hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat

telah terjadi perbedaan pendapat yang berkepanjangan dalam memahami

pernikahan dan hakikat kebersamaan, juga hilangnya rasa tanggungjawab

dalam menjalankan peran masing-masing serta adanya perilaku yang tidak

memberikan kenyamaan terhadap pasangan dalam menghadapi persoalan

internal rumah tangga  yang disebabkan karena  Tergugat sering pergi dan

baru  pulang  tengah  malam,  Tergugat  jarang  memberi  nafkah  kepada

Penggugat,  Tergugat  sering  main  judi,  Tergugat  sering  minum-minuman

keras;

- Bahwa  puncak  permasalahan  rumah  tangga  Penggugat  dengan

Tergugat  yang  mengakibatkan  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  telah
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pisah  rumah  dan  selanjutnya  Penggugat  dengan  Tergugat  sudah  tidak

saling  memperdulikan  dan  saling  tidak  menghiraukan  satu  sama  lain

kurang  lebih  selama  18  (delapan  belas)  bulan,  bahkan  Penggugat  dan

Tergugat  sudah  tidak  menjalankan  hak  dan  kewajiban  sebagaimana

layaknya suami isteri;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaiakan dan menasehati

para pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  fakta  hukum tersebut  diatas,  maka

Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-

benar  sudah  tidak  harmonis,  dan  sudah  sulit  dirukunkan  untuk  kembali

membina hubungan rumah tangga sebagai suami istri yang harmonis karena

pertengkaran demi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi

sedemikian rupa dan terus menerus yang kemudian berujung dengan pisah

rumah/tempat tinggal sejak kurang lebih selama 18 (delapan belas) bulan;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan

pertengkaran  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan

Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975,  jo  Pasal  116  huruf  (f)  Kompilasi  Hukum

Islam,  tidak  selalu  harus  diartikan  secara  sempit  sebagai  perselisihan  dan

pertengkaran secara fisik atau cekcok mulut, tetapi pasal-pasal tersebut dapat

diartikan secara lebih luas dengan melihat fakta/kejadian yang menunjukkan

adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangga antara suami

isteri itu tidak rukun; 

Menimbang,  bahwa  Penggugat  yang  sering  bercerita  dan  mengeluh

kepada keluarga atau orang-orang terdekatnya tentang masalah dalam rumah

tangganya, kemudian keduanya berpisah tempat tinggal dan selama itu antara

Penggugat  dengan  Tergugat  sudah  tidak  melakukan  hubungan  selayaknya

suami istri, pihak keluarga telah berupaya merukunkan/menasehati Penggugat

dan  Tergugat,  akan  tetapi  tidak  berhasil,  telah  cukup  menunjukkan  bahwa

rumah tangga antara suami isteri tersebut bermasalah/terjadi perselisihan;

Menimbang,  bahwa  dalam  melaksanakan  hak  dan  kewajiban  dalam

keluarga,  setiap  orang  mempunyai  hak  untuk  mendapatkan  rasa  bahagia,

aman, tenteram dan damai untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan yang
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tentunya bergantung pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap

orang dalam lingkup rumah tangga tersebut, sebagaimana Penjelasan Umum

Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan

dalam  Rumah  Tangga,  ketentuan  tersebut  dapat  diinterpretasikan  bahwa

kebahagiaan dan kekekalan sebuah rumah tangga sangatlah ditentukan oleh

adanya  keterikatan  lahir  batin  diantara  pasangan  suami  istri  tersebut,  oleh

karena itu manakala antara suami istri telah tidak berada dalam satu kediaman

bersama dalam tenggang waktu lama hingga tidak saling menghiraukan lagi,

maka telah menjadi indikasi penting sebagai bentuk ketidakharmonisan sebuah

rumah tangga; 

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perselisihan  dan  pertengkaran

dinyatakan terbukti  dan menyebabkan mereka sudah tidak dapat  rukun lagi

sebagai  suami  isteri,  meskipun  pihak  keluarga  telah  berupaya  merukunkan

tetapi  tidak  berhasil,  maka  majelis  hakim  berpendapat  bahwa  sudah  tidak

efektif  untuk  mempertahankan  rumah  tangga  mereka  karena  sudah  tidak

sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, membentuk keluarga bahagia lahir

dan  batin  yang  sakinah,  mawaddah dan  rahmah sebagaimana  ditegaskan

dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

tahun 1974, oleh karenanya sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1

tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo.

Pasal  116  huruf  (f)  Kompilasi  Hukum  Islam,  terdapat  cukup  alasan  untuk

mengabulkan gugatan perceraian a quo;

Menimbang,  bahwa  fakta  hukum  tersebut,  telah  memenuhi  norma

hukum Islam yang yang diambil  alhi  menjadi  pendapat  Majelis  Hakim yang

terdapat dalam Kitab:

1. Fiqh Sunnah, Juz II, halaman 189, karangan Sayid Sabiq, yang berbunyi:

اذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما ل يستطاع
معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب

من القاضى التفريق و حينئذ يطلقها القاضى
طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح

بينهما
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Artinya: "Jika isteri mendakwa suaminya telah memberikan kemadharatan

sehingga  kelangsungan  rumah  tangganya  tidak  bisa

dipertahankan,  isteri  boleh  menuntut  cerai  kepada  pengadilan,

dalam hal ini jika telah terbukti madharat tersebut tidak dapat di

damaikan,  maka  dalam  kondisi  seperti  itu,  hakim  boleh

menceraikan  isteri  dari  suaminya  dengan  talaq  satu  ba'in  jika

kemadaratan  itu  betul  -  betul  terjadi  dan  hakim  tidak  mampu

mendamaikan keduanya";

2. Al-Fiqh al-Islamy wa adilatuh, juz 7, halaman 527, karangan Wahbah al-

Zuhailly, yang berbunyi:

التفقريق للشقاق اوللضررمنعا للنزع حتى ل تصبح
للحيا ة للزوجية جحيما وبل ء ولقوله عليه الصلة

والسلم ل ضرر ولضرار
Artinya: “Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang

terus  menerus  ataupun  disebabkan  kemadharatan  untuk

mencegah pertikaian agar  jangan sampai  kehidupan suami-istri

menjadi  neraka  dan  bencana,  hal  ini  berdasarkan  sabda

Rasulullah  saw.:  Tidak  ada  kemadharatan  dan  tidak  boleh

melakukan kemadharatan;

3. Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq, juz I, halaman 83:

وقد اختار الاسلم نظام الطلق حين تضطرب
الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلئح ول اصلح
وحيث تصبح الربطة الزوج اصورة من غير رواح

لن الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين
باااسجن المؤبد وهذا تا باه العدالة

Artinya: “Islam memilih lembaga thalaq /cerai ketika rumah tangga sudah

dianggap  goncang  serta  dianggap  sudah  tidak  bermanfaat  lagi

nasehat /perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh

(hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah

satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah

aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.”;
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Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung

Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil

alih menjadi  pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini,  dimana abstrak

hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup

berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak

berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah

merupakan  fakta  hukum  yang  cukup  untuk  alasan  dalam  suatu  perceraian

sesuai  dengan  maksud  Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9

Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana ditegaskan dalam

kedua pasal  tersebut  di  atas adalah semata-mata  ditujukan pada eksistensi

atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa

yang  salah  dan  atau  siapa  yang  menciptakan  sebab  dalam  hal  terjadinya

perselisihan  dan  pertengkaran,  tetapi  akibat  yang  ditimbulkan  dan  telah

mengancam  keutuhan  dan  keberadaan  perkawinan  menjadi  penting  untuk

diperhatikan,  sehingga  apabila  perkawinan  itu  sendiri  sudah  merupakan

sumber  perselisihan,  ancaman,  fitnah  dan  pertengkaran  bagi  kedua  belah

pihak,  maka  tidak  akan  ada  manfaatnya  lagi  perkawinan  itu  dipertahankan

keberadaannya,  dan  oleh  karena  itu  syariat  Islam mempersiapkan  lembaga

hukum perceraian  sebagai  satu-satunya  pemecahan  permasalahan  diantara

pasangan  suami  isteri  yang  terus-menerus  berselisih,  meskipun  alternatif

tersebut  dirasakan  cukup  memberatkan  diantara  salah  seorang  pasangan

suami isteri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma

hukum dalam ketentuan pasal  39 ayat  (2)  Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal

116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas,  maka  gugatan  Penggugat  a  quo  telah  beralasan  dan  tidak  melawan

hukum,  sehingga gugatan Penggugat  untuk  bercerai  dengan Tergugat  patut

untuk  dikabulkan  dengan  menjatuhkan  talak  satu  bain  shughra  Tergugat

kepada Penggugat;
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Menimbang,  bahwa perkara  ini  termasuk  bidang  hukum perkawinan

dimana dalam hal terjadi perceraian tidak ada pihak yang menang dan kalah

dalam perkara  ini,  maka berdasarkan ketentuan Pasal  89  ayat  (1)  Undang-

undang Nomor  7  Tahun 1989  tentang Peradilan  Agama sebagaimana telah

diubah  dengan  Undang-undang Nomor  3  Tahun  2006  dan  terakhir  diubah

dengan  Undang-undang 50  Tahun  2009,  biaya  perkara  dibebankan  kepada

Penggugat;

Mengingat,  peraturan  perundang-undangan  dan  hukum  Islam  yang

berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk menghadap sidang tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap

Penggugat (Penggugat);  

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);  

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada

hari  Senin tanggal  30 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal  14

Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H. sebagai

Hakim Ketua,  Badri  Yunardi,  S.Sy.  dan  Ali  Zia  Husnul  Labib,  S.H.  masing-

masing sebagai Hakim Anggota, serta putusan ini dibacakan pada hari itu juga

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu

oleh Bustanul Arifin Sodiq, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Badri Yunardi, S.Sy.

Hakim Ketua,

Helson Dwi Utama, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota,
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Ali Zia Husnul Labib, S.H.

Panitera Pengganti,

Bustanul Arifin Sodiq, S.H.

Perincian Biaya:
Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
Biaya Proses : Rp 50.000,00
Biaya Pemanggilan

Biaya PNBP Panggilan

:

:

Rp

Rp

500.000,00

20.000,00
Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
Biaya Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 616.000,00
(enam ratus enam belas ribu rupiah)
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